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MOTTO: 

 

“Waktu bagaikan pedang. Jika engkau tidak memanfaatkannya 

dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.”  

(HR. Muslim) 
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BAB I 

PENDAoHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

“Dalam menjalankoan kehidupaon di masyaroakat, manusioa dapoat soaja 

mengaolami suatu perma osalahan hukum.” Dalaom upayoa penyelesaiaon 

permasalahoan hukoum tersebut ioa dapat memilih untuk menyelesaoikannya 

sendiri atau meomilih untuk m nemakai jasa seoorang Advokat.1 Advokat adalah 

salah satu penegak hukum yang memiliki tugas untuk memberikan bantuan 

hukum kepada masyarakat atau kepada klien yang menghadapi permasalahan 

hukum. Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya hukum dan 

keadilan.2  

“Advokat dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa 

hukum akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum 

dan keadilan.” Dalam menjalankan tugasnya Advokat harus tunduk pada 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan juga Kode Etik 

Advokat. “Kode Etik Advokat sangatlah diperlukan, karena kode etik

 
1 Moh. Nadzib Asrori, Tanggung Jawab Advokat Dalam Menjalankan Jasa Hukum Kepada 

Klien, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm 1. 

2 Moh. Hatta, Menyongsong Penegakan Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu 

(Dalam Konsepsi dan Implementasi Kapita Selekta), Galangpress, Yogyakarta, 2008, hlm 123. 



2 

 

 

merupakan suatu norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, 

yang mengarahkan dan memberikan petunjuk kepada anggotanya bagaimana 

seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi tersebut di 

mata masyarakat.3”  

 Kode Etik akan efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai 

yang hidup di dalam lingkungan profesi itu sendiri.4 Namun tak dipungkiri 

untuk mendapatkan keuntungan terkadang seorang Advokat dengan sadar 

sering melakukan suatu tindakan yang tidak seharusnya dilakukan. Tindakan 

yang dilakukan pun terkadang bertentangan dengan hukum dan undang-

undang yang berlaku di Indonesia dan juga bertentangan dengan kode etik 

profesi advokat. 

 Sebagai suatu profesi yang mempunyai beban tanggungjawab untuk 

menegakkan hukum dan keadilan seperti yang tertulis dalam Pasal 5 Undang-

Undang Advokat,5 maka sangatlah tidak patut dan sangatlah tindak pantas 

untuk seorang Advokat melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum dan 

undang-undang serta melanggar kode etik profesi advokat. 

 
3 Ismantoro Dwi Yuwono, Memahami Berbagai Etika Profesi dan Pekerjaan, Medpress 

Digital, Yogyakarta, 2013, hlm 25. 

4 Ibid. 

5 Todung Mulya Lubis, Jalan Panjang Hak Asasi Manusia, Gramedia Pustaka Utama, 

Jakarta, 2005, hlm 101. 
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Tak jarang tindakan yang dilakukan advokat merupakan suatu tindak 

pidana, salah satunya adalah tindak pidana pemalsuan surat. Tindak pidana 

pemalsuan surat ini sudah diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, terdapat didalam Bab XII dimulai dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 

276 yang berisi sebagai berikut: 

Pasal 263 

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang 

dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, 

atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan 

maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat 

tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika 

pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan 

surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.” 

“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika 

pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.” 

Pasal 264 

“(1) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 

delapan tahun, jika dilakukan terhadap:” 

1. “ akta-akta otentik; 

2.  surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu negara atau  

                         bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 

3. surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari 

suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 

4. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat 

yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang 

dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; 

5. surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk 

diedarkan.” 
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“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 

pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.” 

Pasal 265 

“Ditiadakan berdasarkan Stbl. 1926. No. 359 jo. No. 429.” 

Pasal 266 

“(1) Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam 

suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus 

dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau 

menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya 

sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat 

menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh 

tahun.” 

“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 

memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati 

atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika 

pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian.” 

Pasal 267 

“(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat 

keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau 

cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” 

“(2) Jika keterangan diberikan dengan maksud untuk memasukkan 

seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau untuk menahannya di situ, 

dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan.” 

“(3) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat keterangan palsu itu seolah-olah isinya sesuai dengan 

kebenaran.” 
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Pasal 268 

“(1) Barang siapa membuat secara palsu atau memalsu surat 

keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan 

atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau 

penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.” 

“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud 

yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang 

dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu.” 

Pasal 269 

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsu surat keterangan 

tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan 

lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain 

memakai surat itu supaya diterima dalam pekerjaan atau supaya 

menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.” 

“(2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja 

memakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut 

dalam ayat pertama, seolah-olah surat itu sejati dan tidak dipalsukan.” 

Pasal 270 

“(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan pas jalan atau 

surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat 

yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian 

izin kepada orang asing untuk masuk dan menetap di Indonesia, 

ataupun barang siapa menyuruh beri surat serupa itu atas nama palsu 

atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, 

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai 

surat itu seolah-olah sejati dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya 

sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama 

dua tahun delapan bulan.” 
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“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat yang tidak benar atau yang dipalsu tersebut dalam ayat 

pertama, seolah-olah benar dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya 

sesuai dengan kebenaran.” 

Pasal 271 

“(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat pengantar 

bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh beri surat serupa itu atas nama 

palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud 

untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-

olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua tahun delapan bulan.” 

“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja 

memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat 

pertama, seolah-olah sejati dan tidak dipalsu atau seolah-olah isinya 

sesuai dengan kebenaran.” 

Pasal 272 

“Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.” 

Pasal 273 

“Ditiadakan berdasarkan S. 1926 No. 359 jo. No. 429.” 

Pasal 274 

“(1) Barang siapa membuat palsu atau memalsukan surat keterangan 

seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak 

lainnya atas sesuatu barang, dengan maksud untuk memudahkan 

penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat 

kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun.” 
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“(2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud 

tersebut, memakai surat keterangan itu seolah-olah sejati dan tidak 

dipalsukan.” 

Pasal 275 

“(1) Barang siapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya 

bahwa diperuntukkan untuk melakukan salah satu kejahatan 

berdasarkan pasal 264 No. 2 – 5, diancam dengan pidana penjara 

paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat 

ribu lima ratus rupiah.” 

“(2) Bahan-bahan dan benda-benda itu dirampas.” 

Pasal 276 

“Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 

263 – 268, dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 

1 – 4.” 

 Sepeorti yanog terjadi di Kota Tanjungpinang, seoramng pengacara 

divonis 1 tahun 6 bulan penjara karena terboukti melanggar Pasal 263 ayat (2)  

KUHP yaitu memakai surat palsu atau yang dipalsoukan. Terdakwa 

mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Kota Tanjungpinang, 

namun pada saat banding di Pengadilan Tinggi Pekanbaru namun banding di 

tolak. Lalu pada saat kasasi, hakim menoolak kasasi dari pemohon kasasi yaitu 

terdakwa.6  

 
6 http://batam.tribunnews.com/2014/10/16/ma-tolak-kasasi-pengacara-edy-rustandi-karir-

pengacaranya-tamat, diakses tanggal 17 februari 2019 

http://batam.tribunnews.com/2014/10/16/ma-tolak-kasasi-pengacara-edy-rustandi-karir-pengacaranya-tamat
http://batam.tribunnews.com/2014/10/16/ma-tolak-kasasi-pengacara-edy-rustandi-karir-pengacaranya-tamat
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Hal serupa juga terjadi di Kota Pekanbaru, Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri kota Pekanbaru menjat iuhkan hiukuman penjara 1 tahun 6 bulan kepada 

seorang pengacara yang ter ibukti melakukan tindak pidana turiut serta mebuat 

surat palsu. Terdakwa terbukti mel<<anggar Pasal 263 ayat (1) jo  Pasal 55 ayat 

(1) KUHP. Terdakwa mengajukan banding dan hasil dari putuisan banding 

Pengadilan Tinggi Pekanbaru adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri 

Pekanbaru.7 

Seorang advokat harusnya sudah mengetahui tentang Pasal pemalsuan 

surat ini, namun demi mendapatkan keuntungan dalam suatu perkara yang 

ditangani seolah-olah undang-undang yang berlaku ini sama sekali tidak 

dihiraukan. Dengan terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat 

ini maka akan mencoreng nama baik profesi Advokat serta akan mencoreng 

wajah hukum Indonesia.  

Maka berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat 

skripsi dengan judul: “PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP 

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG DILAKUKAN OLEH 

ADVOKAT (STUDI PUTUSAN NOMOR: 207/PID.B/2013/PN.TPI)” 

 
7 https://datariau.com/legislatif/Palsukan-Surat-Tanah--Oknum-Pengacara-Dituntut-2-Tahun-

Penjara, diakses tanggal 17 Februari 2019. 

https://datariau.com/legislatif/Palsukan-Surat-Tanah--Oknum-Pengacara-Dituntut-2-Tahun-Penjara
https://datariau.com/legislatif/Palsukan-Surat-Tanah--Oknum-Pengacara-Dituntut-2-Tahun-Penjara
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Penerapan Hukum Pidana terhadap Advokat yang melakukan 

Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Putusan Nomor: 

207/Pid.B/2013/PN.Tpi)? 

2. Apa bentuk sanksi terhadap Advokat sebagai pelaku tindak pidana 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan 

Kode Etik Advokat Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Penerapan Hukum Pidana terhadap advokat yang 

melakukan tindak pidana pemalsuan surat (Studi Putusan Nomor: 

207/Pid.B/2013/PN.Tpi). 

2. Untuk mengetahui sanksi apa yang diberikan kepada Advokat sebagai 

pelaku tindak pidana ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentnag Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. 

D. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dari penulisan ini dibatasi kepada permasalahan 

mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat 

yang dilakukan oleh advokat dan pelanggaran dalam kode etik advokat. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

“Untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan ilmu pengetahuan tentang 

penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan surat yang 

dilakukan oleh advokat dan sanksi yang diberikan terhadap Advokat yang 

melanggar kode etik sebagai pelaku tindak pidana.” 

2. Manfaat Praktis 

“Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan acuan para pembaca untuk 

mengetahui tentang penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana 

pemalsuan surat yang dilakukan oleh advokat.” 

F. Kerangka Teori 

1. Teori Penegakan Hukum 

“Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 

atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman 

perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara.”Teori”penegakan hukum terletak pada 

penyelarasan hubungan antara nilai-nilai yang dijelaskan di dalam kaidah-

kaidah yang pantas, serta sikap tindak yang menjadi rangkaian penjelasan 

nilai pada tahap akhir guna menciptakan dan mempertahankan kedamaian 
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pergaulan hidup.8”Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang 

mempengaruhi penegakan hukum ialah: 

a. “Faktor hukumnya sendiri;” 

b. “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 

maupun menerapkan hukum;” 

c. “Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;” 

d. “Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 

berlaku atau diterapkan;” dan 

e. “Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang 

didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.” 

Keliima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh  karena 

merupakan esiensi dari penegakan hukum, juga melupakan tolak ukur 

daripada efekt iivitas penegiakan hukum.9 

2. Teori Kebebasan oleh Hakim 

“Menurut Yahya Harahap, kebebasan hakim tidak boleh diartikan 

kebebasan yang tidak memiliki batas dengan menonjolkan sikap 

 
8 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo, 

Jakarta, 2007, hlm 5. 

9 Ibid, hlm 8-9. 
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arrogance of power dengan memperalat kebebasan untuk menghalalkan 

segala cara, namun kebebasan tersebut relatif dengan acuan:10” 

a. “Menerapkan hukum yang bersumber dari peraturan 

perundang-undangan yang tepat dan benar dalam 

menyelesaikan kasus perkara yang sedang diperiksanya, sesuai 

dengan asas dan statute law must prevail (ketentuan undang-

undang yang diunggulkan);” 

b. “Menafsirkan hukum yang tepat melalui cara-cara pendekatan 

penafsiran yang dibenarkan (penafsiran sistematik, sosiologis, 

bahasa, analogis dan acontrario) atau mengedepankan keadilan 

daripada peraturan perundang-undangan, apabila ketentuan 

undang-undang tidak potensial melindungi kepentingan umum. 

Penerapan yang seperti ini sesuai dengan doktrin equality must 

prevail (keadilan harus diunggulkan);” 

c. “Kebebasan untuk mencari dan menemukan hukum 

(rechtsvinding), dasar-dasar dan asas-asas hukum melalui 

doktrin ilmu hukum, norma hukum tidak tertulis (hukum adat), 

yurisprudensi maupun melalui pendekatan “realisme” yaitu 

 
10 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2015, hlm 60  
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mencari dan menemukan hukum yang terdapat pada nilai 

ekonomi, moral, agama, kepatutan dan kelaziman.” 

3. Teori Putusan Hakim 

“Menurut Mackenzie terdapat beberapa teori yang dapat dipergunakan 

oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu 

perkara, yaitu:11” 

a. Teori Keseimbangan 

Yang dimaksud dengan keseimbangan adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang dite intukan oleh Undang-Undang dan 

kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan 

perkara. 

b. Teori Pendektan Seni dan Institusi 

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskriesi atau 

kewenangan dari hakim sebagai diskriesi, dalam penjatuhan 

putusan hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman 

yang wajar bagi setiap pelaku tindak pida ina atau perkara perdata, 

hakim akan melihat keadaan pihak berperkara. 

 
11Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2010, hlm 105.  
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c. Teori Pendekatan Keilmuan 

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak boleh semata-mata hanya 

berdasarkan intuisi atau instict saja, tetapi harus dilengkapi dengan 

ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim 

dalam memutuskan suatu perkara dan juga proses penjatuhan 

putusan dilakukan secara sistematik, khusunya dalam kaitan 

dengan putusan-putuisan terdahulu guna menjamin konsiistensi dari 

putusan hakim. 

d. Teori Pendekatan Pengalaman 

Teori ini dapat membantu hakim dalam menjatuhkan putusan, 

karena dengan pengalaman yang dimiilikinya, hakim dapat 

mengetahui dampak dar ii putusan yang dijatuhkan dalam suatu 

perkara. 

e. Teori Ratio Decidendi 

Teori ini mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan 

pokok perkara kemudian mencari peraturan perundang-undangan 

yang relevan dengan pokok perkara sebagai dasar hukum dalam 

menjatuhkan putusan. 
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f. Teori Kebijaksanaan  

Pemerintah, keluarga, masyarakat, orang tua harus ikut 

bertanggungjawab dalam mem ibimbing, membina serta melindungi 

anak agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga 

maupun masyarakat dan bangsanya.12 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

“Jenis penelitian yang diguna ikan adalah penelitiian hukum yuridis 

normatif, yaitu penelitian yang difo ikuskan untuk mengkaji penerapan 

kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.13 Menurut 

Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah peneilitian hukum 

yang dila ikukan dengan cara meniliti bahan pustaka atau data sekunder 

sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penel iusuran 

terhadap peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti.14
” 

 
12 Ibid, hlm 106 

13 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Bayumedia Publishing, 

Malang, 2006, hlm 295. 

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), 

Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 13-14. 
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2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan pendekatan kasus 

(Case Approach) yaitu pendekatan melalui pengka ijian sebuah peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan terhadap i isu hukum yang sedang 

ditieliti.15 Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian. 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

“Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, yang 

terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan 

perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi, 

yurisprudensi, traktat, bahan hukum dari zaman penjajahan belanda 

yang masih berlaku sampai saat ini.16
” Adapun bahan hukum primer 

yang penulis gunakan terdiri dari: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946) 

 
15 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Penada Group, Jakarta, 2005, hlm 95. 

16 Fauzan dan Baharuddin Siagian, Kamus Hukum dan Yurisprudensi, PT Desindo Putra 

Mandiri, Depok, 2017, hlm 82. 
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2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1981) 

3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat 

4) Dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan 

penulisan ini 

b. Bahan Hukum Sekunder  

Bahan hukum sekunde ir adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengeniai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-

undang, hasil penelitian, dan hasil karya dari kalangan hukum.17 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.18 

 
17 Ibid. 

18 Ibid. 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

,Teknik pengumpulan Bahan Hukum yang penulis gunakan adalah studi 

kepustakaan. Studi kepustakaan meliputi studi bahan-bahan hukum yang 

terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier.19
” Penelitian ini juga ditunjang oleh data primer dengan 

melakukan wawancara dengan Advokat. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

“Analisis bahan hukum ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan 

bahan hukum secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, 

logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan 

pemahaman dan interpretasi bahan hukum.20
” 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan teknik penarikan 

kesimpulan secara deduktif.  

 

 
19 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, 

Jakarta, 2010, hlm 106. 

20 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2004, hlm 172. 
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